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Abstract
The fact that "South-South" countries managed to avoid severe collapse in the global financial
crisis (2007-2008) as happened in U.S. and EU, is a contradiction when the "South-South" at
the same time are often disadvantaged in trade patterns. As the study of chaotic Asian crisis
(1997-1998), many countries (on "South-South") are actually very disadvantaged in its main
Doha Round of WTO rules, are struggling hard to optimize the productivity that can be
achieved. Happened a wide selection of radical economic policies that have been and will run
various countries. On one hand, there are policy options isn’t enough if associated process of
building solution-based collective recession settlement between states. In other words, as an
effort to evaluate the regulation of international trade policy in the WTO, while adjusting needs
a sense of justice for the country "South" for a dozen years caving in on WTO rules, present
mometum significant change rules. Plan of Bali Round (2013) is expected to be generated in
the WTO meeting in this year. Where the round is expected to not only adapt to today's trade
map no longer dominated by the countries like US, EU countries, etc. But give justice a far
greater for developing countries that are represented in the "South-South".
Keywords: Doha Round, Bali Round, Trade, Fair, South Countries, South-South

Pendahuluan
Sebagai respon terhadap krisis finansial (2007-2008), hadir pilihan radikal kebijakan
ekonomi yang telah dan akan dijalankan berbagai negara. Disatu sisi, pilihan kebijakan yang
ada sebetulnya tak cukup solutif jika dikaitkan dengan upaya kebijakan kolektif penyelesaian
resesi antar negara. Tapi disisi lain, tiap negara punya keberpihakan bagi kepentingan
nasionalnya. Hal ini membuat pilihan suatu negara untuk mengambil risiko kebijakan ekonomi
untuk mengatasi dampak resesi bisa jadi tidak populis bagi negara lain karena ada
kemungkinan terkena dampak negatif.
Kontroversi ini menghadirkan debat mengenai sejauh mana globalisasi ekonomi kini
harusnya dikontrol, dengan kembali menguatnya peran negara. Maka sebetulnya, dalam
menyelesaikan dampak pasca krisis finansial 2007-2008, seharusnya semua negara berupaya
mendorong perubahan regulasi perdagangan internasional yang lebih komprehensif, adil, dan
tidak memperburuk perekonomian satu sama lain.i
Posisi Indonesia dalam tiga tahun terakhir sebetulnya dilematis. Disatu sisi hadir
perdebatan publik domestik akan efektivitas peran Indonesia di tingkat global dalam meredam
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imbas resesi yang dinilai tidak cukup melindungi kepentingan nasional. Disisi lain justru bagi
publik internasional, Indonesia menjadi contoh keseimbangan antara dinamika kepentingan
domestik dalam menuntaskan dampak resesi global dengan proses untuk tetap mengartikulasi
berbagai kepentingan antar negara agar tidak tumpang tindih. Hal ini turut berdampak pada
kepemimpinan Indonesia pada upaya membangun keseimbangan ekonomi di tingkat regional.
Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah APEC pada 2013 ini. Indonesia akan pula
menjadi tuan rumah Konferensi WTO, hanya berselang beberapa hari dengan pertemuan
APEC, dan sama-sama berada di Bali. Mengingat makin kurang kontekstualnya Putaran Doha
yang telah berjalan sekitar 11 tahun terakhir,ii ada kebutuhan agar pertemuan di Bali nanti
menghadirkan aturan dan mekanisme baru mengatur keseluruhan perdagangan internasional
yang lebih adil.
Disinilah peran Indonesia dituntut bukan sebatas memenuhi ekspektasi selalu terkesan
baik dalam citra ditengah publik internasional. Akan tetapi juga menguji kemampuan
sesungguhnya Indonesia, di tempat sendiri, untuk membutikan apakah Indonesia benar-benar
mampu menjadi penengah yang adil bagi negara maju dan negara berkembang serta negara
miskin, menyusun konsep dan pola perdagangan internasional lebih adil.

Dinamika Antarnegara Menghadapi Resesi
Mengingat Asia Tenggara menjadi penopang utama perekonomian global (bersama
Asia Timur) saat ini, tekanan ekonomi juga makin besar pada kawasan ini karena menjadi
target ekonomi dari berbagai negara diluar kawasan, baik dalam perluasan pasar hingga basis
industri suatu produk. Kita bisa mencontoh apa yang terjadi di Asia Timur, yang satu sama lain
sangat kompetitif (Cina, Jepang, dan Korea Selatan), dan disisi lain timbul gesekan dengan
negara diluar kawasan itu.
Saat Presiden Cina, Xi Jinping di awal tahun 2012 mengadakan kunjungan bilateral
ke Amerika Serikat (AS), untuk menjaga kestabilan dan suasana bilateral ekonomi politik, AS
melalui Menteri Keuangan Timothy Geithner menunda laporan proses berjalannya pemulihan
resesi global baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Tapi nyatanya laporan tersebut
tetap saja seolah membenarkan persaingan yang makin ketat antara Cina dari AS.
Hal ini karena laporan itu juga mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi Cina,
utamanya peg Yuan yang dituding menghambat pemulihan global. Menurut laporan itu,
perlambatan pemulihan adalah karena Cina terkesan seolah berkembang pesat sendirian dalam
memperkuat dan memperbesar pangsa pasar produknya.iii Sementara banyak produk lokal dari
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suatu negara (termasuk AS, juga Indonesia sendiri) kalah besaing dengan harga produk Cina
yang sangat murah karena terbantu rendahnya nilai Yuan.
Wajar jika Cina tak ingin mengalami stagnansi ekonomi yang dialami Jepang hingga
saat ini pasca Revaluasi Yuan melalui Plaza Accord. Dalam sejarahnya, keterpaksaan Jepang
mematuhi Plaza Accord (disempurnakan Louvre Accord) terkait kebijakan revaluasi nilai Yen
akibat tekanan AS,

adalah karena terancam kemungkinan akan meluasnya sikap tidak

bersahabat AS pasca kebijakan akuisisi berbagai perusahaan AS oleh Jepang
Cina belajar dari perlambatan ekonomi Jepang dimasa lalu untuk tidak takut
berhadapan dengan AS. Tapi Cina membuka pilihan lebih kooperatif mengikuti keresahan
global, sehingga Cina bersedia menaikkan perlahan nilai Yuan, tapi tidak secara signifikan
seperti kasus Plaza Accord. Hal ini karena pemerintah Cina berani untuk tidak sepenuhnya
tunduk pada keinginan berbagai negara, dan tetap utamakan kepentingan industri nasional yang
terbantu akan peg Yuan selama ini.iv
Wajar jika Cina bereaksi keras pada AS. Pertama, terkait rancangan Undang Undang
yang telah disetujui Kongres AS (348 ya, 79 tidak) terkait pemberian bea cukai tambahan pada
produk dari negara yang nilai mata uangnya tidak sesuai dengan realitas pasar. Bagi Cina, UU
tersebut ditujukan hanya untuk Cina, karena memang hanya Cina yang hingga kini bersikeras
hanya akan secara lambat menaikkan nilai mata uangnya. Karena dari perspektif Cina,
berdasarkan UU tersebut, produk mereka di AS akan jadi lebih mahal 10 persen bahkan lebih.
Saat kenaikan signifikan sebesar 10 persen itu, pangsa pasar Cina menjadi sedikit melambat di
AS.
Faktanya, ternyata defisit perdagangan antara Cina dan AS tidak signifikan berkurang,
dan masih amat besar selisih defisit yang harus ditanggung AS, sekalipun aturan tadi sudah
berjalan. Artinya, sekalipun harga produk ekpor Cina di AS mulai meningkat, tapi harganya
masih gagal untuk disaingi produk AS sendiri. Dengan demikian, kegagalan akut sebetulnya
sudah dialami AS. Maksdunya, belum ada atau masih amat sedikit perusahaan AS yang, secara
keseimbangan kuantitas dan kualitas produk, bisa menghasilkan produk dengan harga yang
amat kompetitif dengan produk ekspor yang masuk ke AS. Jangankan Cina, bersaing dengan
produk ekspor sesama negara Barat lainnya seperti Jerman yang mampu menembus pasar AS,
berbagai perusahaan AS sudah kelimpungan.
Padahal produktivitas yang diimbangi tingkat konsumsi yang tinggi dari produk Cina
yang bisa menyeimbangkan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang bergantung pada masifikasi
industrialisasi dengan modal kuantitas angkatan kerja.v Belum lagi, salah satu poin dalam UU
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itu akan memberi biaya tambahan, bahkan bisa mengambil tindakan lebih tegas, pada negara
yang produknya melanggar hak cipta.
Bagi Cina, UU ini seolah hanya untuk menghadapi Cina secara tidak adil dalam
perdagangan global. Hal ini karena Cina hingga kini masih dinilai sebagai negara yang paling
banyak melanggar hak cipta produk, dan hal tersebut amat sering dipermasalahkan utamanya
oleh AS melalui pengajuan sengketa di WTO.vi
Indonesia banyak belajar dari pertentangan semacam itu. Hal itu bisa dilihat dalam
penyusunan kebijakan dari pejabat terkait yang mengurusi hubungan dagang antar negara dan
kebijakan ekonomi lainnya setidaknya lima tahun berjalan ini (pasca krisis finansial 2007).
Terlihat bahwa dengan keterbatasan yang ada sembari proses pemulihan citra Indonesia diluar
negeri, Indonesia berperan dalam mendorong kompromi dan perkuatan komitmen antarnegara.
Indonesia menekankan pentingnya konsolidasi ulang antar negara, utamanya yang
memiliki kekuatan ekonomi kuat, untuk menghindar dari perang mata uang. Hal ini seperti
laporan Bank Indonesia pada 2010, dimana perang mata uang cenderung lebih merugikan
negara berkembang meskipun negara itu memiliki nominal produksi nasional yang besar
seperti Indonesia. Pada tahun 2008 Menteri Keuangan Brasil Guido Mantega mengungkapkan
adanya keniscayaan terjadinya perang mata uang akibat goncangan krisis finansial, melalui
strategi pelemahan mata uang. Lima tahun berselang dari peringatan Mantega, Jepang
dipersoalkan berbagai negara karena sejak Shinzo Abe kembali menjabat PM, Yen sengaja
diperlemah nilai tukarnya.
Politik pelemahan mata uang akan menguntungkan bagi negara yang sengaja
melemahkan mata uangnya, sehingga nilai produk yang diekspor negara tersebut menjadi
murah. Akibatnya, negara lain mengalami kerugian karena kebanjiran produk ekspor dari
negara yang melakukan kesengajaan pelemahan mata uang, sehingga merusak peredaran
produk dalam negeri karena terancam kalah bersaing dengan produk ekspor.vii Maka
pelemahan mata uang berpotensi konflik antara negara berkembang dengan negara maju.
Berbagai negara yang awalnya tidak terbuka menjelaskan kebijakan mata uangnya, akhirnya
turut mengakui akan keniscayaan itu, misal Dollar AS dengan Yuan, atau Yen dengan Won,
ditambah kebijakan pengetatan anggaran signifikan dari beberapa negara.
Disatu sisi, dua macam kebijakan itu dinilai kontra produktif dengan proses pemulihan
resesi global. Misal, suatu negara melakukan intervensi ke pasar uang secara besar-besaran.
Hal ini akan memicu negara lain melakukan hal serupa. Contohnya, AS (1,6 Triliun Dollar AS
pada 2008, dan 1,8 Triliun antara 2009-2011), Inggris (500 Miliar Poundsterling pada 2008),
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Jepang (100 Triliun Yen antara 2008-2010, dan 40 Triliun Yen untuk 2013), hingga Uni Eropa
(750 Miliar Euro antara 2008-2011).
Disini kerentanan gelembung perputaran uang tiba-tiba, tanpa didukung pertumbuhan
ekonomi riil ditengah masyarakat, akan menghadirkan kerentanan fluktuasi terlalu besar pada
pasar modal tiap negara. Belum lagi potensi defisit yang makin bengkak. Misalnya AS sendiri,
dengan pagu hutang hingga melewati 16 triliun Dollar AS, akhirnya disetujui diundur batasnya
Disisi lain, pengetatan anggaran negara mengindikasikan hilangnya tingkat konsumsi
signifikan, karena pengetatan akan disertai tingkat pengangguran (hilangnya lapangan
pekerjaan sektor publik) yang naik signifikan. Justru keadaan ini makin tidak mendukung
pertumbuhan ekonomi riil, apabila dikomparasi dengan keadaan pasar uang yang saling
diintervensi tiap negara (pemangku kebijakan moneter).

Menggugat Dominasi Lobi
Jangan pernah berharap menembus pasar susu, gula, dan gandum di AS, karena
pemerintah AS bersikeras melakukan subsidi besar-besaran terhadap tiga komoditas tersebut.
Hanya karena kesalahan pemerintah AS dalam strategi perdagangan, ditambah merosot
drastisnya industri garmen di AS, sehingga satu komoditas lainnya, yaitu kapas, bisa “dipukul”
di tanah AS sendiri dalam satu dekade terakhir. Selama puluhan tahun pemerintah AS berusaha
agar kontrol pasar internasional atas kapas selalu dipegang AS, berikut juga untuk menghadang
mati-matian laju garmen impor. Hanya satu yang bisa menaklukan AS dalam hal kapas dan
secara spesifik garmen di tanah AS sendiri, yaitu Cina.
Jangan berharap menembus pasar pertanian dan perikanan di Jepang. Berbeda dengan
AS yang gagal melakukan efisiensi atas pertaniannya, Jepang bisa melakukan upaya efisiensi
optimal untuk menghasilkan beras mereka yang sangat berkualitas dan dalam jumlah banyak,
belum lagi dalam komoditas teh, serta hasil peternakan seperti daging sapi. Jepang mampu
menghasilkan dua komoditas itu secara optimal, baik dalam jumlah maupun kualitas.
Dalam perikanan, jangan pernah mempertanyakan kecanggihan kapal-kapal
penangkap ikan yang selama ini memasok hasil perikanan untuk warga Jepang. Bukan hanya
canggih dan bisa melakukan penangkapan amat masif. Bahkan, Jepang pun berani tak
menggubris sepenuhnya aturan-aturan penangkapan ikan pada jenis tertentu karena
kekhawatiran kelangkaan, misalnya hiu dan paus. Belum ada negara yang secara kapita dan
secara total konsumsi tingkat nasional dalam hal perikanan bisa mengalahkan Jepang.
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Bahkan, kejadian gempa-tsunami dan kebocoran nuklir Fukushima, tak cukup mampu
memukul signifikan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan Jepang di
dalam negeri mereka sendiri. Memang benar sempat terjadi kelangkaan, utamanya karena
kecurigaan radioaktif, tapi bisa ditutupi oleh pasokan dari wilayah lain di Jepang. Nyaris tidak
ada perusahaan global dalam bidang pangan yang kemudian membangun unit usahanya di
Jepang, yang bisa leluasa mengambil pangsa pasar produk pangan di Jepang. Kalau bukan
kemudian korporasi tersebut menutup anak usaha mereka di Jepang, pasti jika pun korporasi
itu memaksakan tetap beroperasi di Jepang, unit usaha di Jepang amat kecil menyumbang
pendapatan global mereka dibanding anak usaha mereka di negara lain.
Meski demikian, contoh dua negara (AS dan Jepang) bukan berarti keduanya memang
murni mampu melakukan dominasi nyaris mutlak atas beberapa komoditas tertentu di tanah
mereka sendiri karena kemampuan produktivitas semata.viii Kadang terdengan janggal apabila
disaat globalisasi perdagangan makin mengikat negara-negara satu sama lain, beberapa negara
nyaris tak memberikan ruang masuknya produk negara lain dalam komoditas tertentu. Artinya,
butuh hal lain diluar produktivitas. Jawabannya, kekuatan lobi di WTO.
Kedua negara menjadi contoh ekstrem kuatnya kekuatan lobi di WTO yang sebetulnya
betendensi kecurangan. Bahkan Uni Eropa (UE) bukan contoh kekuatan lobi yang selalu
menang dalam perdagangan internasional. Sekalipun UE organisasi supranasional, tapi
kemampuan produktivitas atas tiap-tiap komoditas antar anggota UE tak cukup merata, dan
kadang timpang, sehingga tak bisa memiliki kemampaun lobi seperti AS dan Jepang.
Mungkin hanya Jerman (atau Rusia yang non UE, dimana Rusia baru bergabung
dalam WTO) yang menjadi harapan utama di kawasan Eropa untuk melakukan lobi-lobi di
WTO kedepannya agar kawasan Eropa tak terlalu banyak diserbu produk non Eropa, sejalan
masih belum redanya krisis ekonomi Eurozone. Sebagai gambaran rumitnya UE yang makin
turun daya saingnya sejalan masih kuatnya dampak krisis disana, bahkan untuk mencairkan
245 miliar Dollar AS (sekitar 220 miliar Euro) untuk tambahan cadangan dana European
Stability Mechanism (ESM) jika bertambah lagi negara UE yang mengalami defisit
perdagangan separah Yunani, sampai harus pemerintah Angela Merkel menghadapi proses
pengadilan (yang untungnya diperbolehkan, pada 11 September 2012).
Putaran Doha yang disepakati sejak 2001 di WTO tak pernah lepas dari ambiguitas
atau absurditas dalam memetakan perdagangan global yang harusnya adil. Sudah ratusan
sengketa dagang dari tiap negara yang saling mempersoalkan dumping, kuota, subsidi, dan
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berbagai rekayasa hambatan dagang yang diatur sedemikian rupa tiap negara, disaat harusnya
negara-negara WTO mendorong perdagangan bebas yang (diharapkan) adil dan saling
mendorong kemakmuran. Termasuk garis besar peta persaingan, yaitu negara-negara utara
(negara kaya tradisional seperti AS, Eropa, ditambah Jepang) melawan negara-negara selatan
(Cina, India, Brasil, Indonesia, dan negara berkembang atau negara miskin-berkembang
lainnya). Tentu saja terjadi persaingan diantara sesama negara kaya, diantara sesama negara
berkembang, bahkan diantara sesama negara miskin (LDC, 48 negara).
Bali menjadi perhatian di 2013. Selain menjadi tempat penyelenggaraan APEC (5-7
Oktober 2013) dimana Indonesia menjadi ketua APEC, Bali juga menjadi tuan rumah
konferensi WTO 2013. WTO telah merencanakan sejak lama Putaran Bali karena kurang
efektifnya Putaran Doha selama ini dan sudah berlangsung lama (11 tahun, 2001), WTO akan
merancang aturan perdagangan internasional terbaru menyesuaikan dengan kondisi
perekonomian terkini.
Harapannya

adalah

untuk

membuahkan

Putaran

Bali

yang

lebih

bisa

diimplementasikan dibanding Putaran Doha. Meski demikian, rancangan Putaran Bali akan
mendapat berbagai tantangan kondisi mutakhir perdagangan internasional saat ini. Dimana
akan terjadi dialektika menarik bagaimana menyeimbangkan kebutuhan negara-negara Utara
dan negara-negara selatan dalam peta perekonomian saat ini, yang sudah amat berbeda
dibanding saat Putaran Doha mulai dirancang hingga akhirnya disetujui (1998-2001).

Posisi Indonesia Menuju Bali 2013
Tiga tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dengan elemen
Kabinet Indonesia Bersatu jilid (KIB II) menghadapi kompleksitas peran, khususnya dikaitkan
pada proses penyelesaian resesi global. Berkaitan dengan dinamika domestik, rezim dikritik
karena masih hadirnya problem internal yang menghambat akselerasi pembangunan ekonomi,
karena berbagai skandal ekonomi, kurang optimal penyerapan anggaran, rendahnya
pembangunan infrastruktur, dan masih tingginya biaya ekonomi.
Disatu sisi, ASEAN Economic Community (AEC) berusaha dicapai melalui
transformasi ekonomi bertahap di tingkat regional. Disisi lain, Indonesia harus mampu
mendorong kebijakan solutif yang kompromistis bisa diterima tiap pihak di G-20. Tiap negara
berhak menghadirkan pilihan kebijakan yang tidak bisa dipkasa seragam dalam penanganan
dampak resesi. Peran Indonesia dalam kebijakan yang hadir satu tahun terakhir, dianalisis
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efektivitasnya dalam menjaga kestabilan ekonomi regional, dikaitkan komponen pendukung
ekonomi Indonesia di domestik. Terjadi berbagai hal strategis terkait kerjasama ekonomi yang
akan berpengaruh bagi Asia Tenggara.
Seperti disampaikan Anoop Singh (Direktur Bidang Asia Pasifik, IMF) dalam rilis
Outlook Economy Indonesia 2012, proyeksi lebih optimis dari IMF pada Asia Tenggara, Asia
Timur, dan negara-negara Pasifik (East Asia and the Pacific/EAP) melihat pemulihan
signifikan beberapa negara di kawasan ini dari dampak resesi. Jika dilihat nominal
persentasenya untuk tahun ini saja, Indonesia bisa disalip perumbuhan ekonominya oleh
Filipina. Sementara pertumbuhan ekonomi Thailand dan Malaysia mulai pulih.
Tapi harus diingat, sampai beberapa tahun lalu, negara-negara ASEAN diluar
Indonesia mengalami stagnansi. Bahkan minus, seperti Thailand, karena konflik politik (20092010) dan banjir parah (2011). Dengan demikian secara agregat, Indonesia yang stabil
pertumbuhan makronya tetap jadi penggerak utama pemulihan ekonomi Asia Tenggara karena
kontinuitas pertumbuhan. Capaian Indonesia, secara tidak langsung, menghadirkan tekanan
bagi Indonesia untuk menunjukkan kontribusi lebih besar di tingkat kawasan dan tingkat global
dalam pemulihan resesi
Kestabilan ekonomi yang baik dari beberapa negara kawasan ini, berimplikasi pada
perubahan interaksi hubungan internasional dari negara di luar kawasan Asia Tenggara ke
Indonesia sendiri.ix Utamanya dari Uni Eropa dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi
mitra utama dari berbagai negara di Asia. Realitas saat ini, sangat wajar Uni Eropa dan Amerika
Serikat kini berharap negara-negara Asia selaku mitranya bisa lebih konsumtif menyerap
produk mereka.
Disisi lain, motif kepentingan yang makin besar terhadap meningkatnya profil
Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, memicu meningkatnya tekanan komitmen atas
realisasi konkrit jalinan yang dilakukan UE dan AS dengan berbagai negara kawasan ini.
Maksudnya, dengan meningkatnya peran suatu negara dalam perekonomian regional dan
global, disisi lain memberi konsekuensi bahwa kekuatan ekonomi tradisional (Jepang, Eropa
Barat dan Amerika Serika) turut meningkatkan kompetitivitas (Rosenau, 1969) mereka
bersaing secara ekonomi dengan negara kawasan ditengah globalisasi ekonomi yang berjalan.
Hal ini harusnya disikapi dengan kesiapan ekonomi tiap negara Asia Tenggara yang
menghadapi meningkatnya risiko benturan kepentingan nasional dalam ekonomi internasional.
Menguji kompetitivitas perekonomian Asia Tenggara juga terkait dengan kesiapan
tiap negara kawasan ini menghadirkan produk unggulan, kesiapan kebijakan moneter dan
fiskal, ditengah makin ketatnya persaingan ekonomi. Terlebih dengan resesi 2008, tiap negara
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akan saling mengedepankan kepentingan nasional yang makin besar dalam interaksi hubungan
antar negara kontemporer, yang rentan kompetisi perdagangan yang tidak sehat karena
cenderung saling menjatuhkan demi kemandirian ekonomi tiap negara.x
Rentetan permasalahan ekonomi internasional secara global ini menjadi indikator
bagaimana tiga tahun KIB II berjalan menghadirkan respon intermestik. Terlebih Indonesia
merupakan satu-satunya anggota G-20 dari Asia Tenggara, sehingga menjadi role model
kawasan dalam pemulihan resesi. Unik atau ironisnya, justru dalam “nilai suara” Indonesia
ditengah WTO, amat kecil, dan bahkan kalah dengan Singapura, meski konteks “nilai suara”
WTO berbeda dengan di IMF.
Memang benar, Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI,
dicalonkan oleh beberapa negara anggota WTO sebagai Dirjen WTO yang baru, untuk
kemudian diwacanakan saat pertemuan di Bali nantinya. Memang benar bahwa sejak
pertengahan 2012, pemerintah mendorong pengejaran surplus jauh lebih signifikan dalam
perdagangan bilateral Indonesia dengan berbagai negara, salah satunya dengan memperketat
akses impor buah-buahan dan komoditas lainnya yang dijalankan Gita Wirjawan Menteri
Perdagangan RI dan masih berlanjut hingga awal tahun ini. Tapi apa Indonesia benar-benar
meyakinkan untuk mengambil momentum memperkuat pengaruh dalam pola perdagangan
internasional kontemporer pada pertemuan di Bali nantinya? Benarkah Indonesia mampu
menjadi “global player” dalam produksi berbagai komoditas, dan bukan “global consumer”
seiring meningkatnya kelas menengah? Negara yang memiliki pengaruh kuat di WTO
bukanlah negara yang semata mengandalkan kemampuan membeli warganya yang terus
meningkat. Tapi negara yang mampu mempengaruhi volatilitas komoditas perdagangan
internasional dengan besaran produksi dan/atau ekspor mereka.
Ekspor Indonesia memang meningkat, tapi jauh lebih signifikan adalah laju konsumsi
Indonesia baik atas produk dalam negeri maupun porduk impor. Benar, daya beli masyarakat
juga penting untuk menggerakkan perekonomian, setidaknya Indonesia menunjukkan tidak
mengalami resesi seperti negara yang masih terus mengalami resesi pasca krisis finansial
(2007). Tetapi, dengan kapasitas 260 juta jiwa, Indonesia masih amat jauh dari ekspektasi
seharusnya sebagai “global player” bisa lebih besar dalam mempengaruhi volatilitas barang
dan jasa seluruh dunia. Sayangnya seperti dijelaskan, penyerapan Indonesia jauh lebih kentara
dibanding dampak ekspor Indonesia ditengah keseluruhan volume dagang internasional.
Indonesia harus memperbaiki hal ini, setidaknya hingga mengejar momentum jika memang
pada tahun ini Putaran Doha akan diganti dengan Putaran Bali.
Mencegah Putaran Perdagangan Dengan Keterpaksaan
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Pengesahan kebijakan amat dipengaruhi apa yang paling mutakhir terjadi dalam
rentang waktu tertentu hingga menuju kebijakan itu dibahas dan disahkan, serta tempat
terjadinya pertemuan. Sebelum terakumulasi dengan penyebutan Putaran Doha, tiap anggota
WTO berusaha memperinci teknis bagaimana perdagangan internasional akan dijalankan, yang
artinya memperinci beberapa hal yang belum dijabarkan dalam Putaran Uruguay (1994).
Setidaknya ada dua pertemuan signifikan dalam memahami mengapa Putaran Doha setelah
disahkan ternyata tak cukup dipatuhi tiap anggota WTO sendiri.
Pertemuan pertama di Singapura (1996), dikenal dengan istilah Singapore Issue.
Singapura saat itu bisa disebut sebagai negara yang paling merepresentasikan gambaran
perdagangan internasional, paling merepresentasikan bagaimana transit barang dan jasa bisa
dioptimalkan dan diselaraskan untuk memompa volume perdagangan ekpor impor ke berbagai
negara (Drysdale, 1984). Hanya Hong Kong yang paling mendekati keadaan seperti
Singapura. Dengan kata lain, pembahasan Singapore Issue berusaha mendorong agar tiap
anggota WTO percaya, bahwa perdagangan bebas yang benar-benar diaplikasikan secara utuh
oleh Singapura tidak akan merugikan negara manapun. Meski tidak mungkin semua anggota
WTO meniru Singapura karena amat berbeda konteks letak (dalam rute dagang internasional)
dan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA).
Meski demikian, hasil bahasan Singapore Issue menjadi buntu diantara anggota WTO,
karena Asia mengalami krisis finansial parah (1997-1998). Hampir semua anggota WTO,
terutama dari Asia, berupaya meminimalkan volume impor dan semacam melakukan
proteksionisme. Baik karena anjloknya cadangan devisa, anjloknya nilai berbagai mata uang
Asia, juga karena alasan menjaga tingkat konsumsi dalam negeri atas produk nasionalnya
sendiri. Dengan kata lain, implkasi krisis Asia menjadikan banyak negara anggota WTO untuk
tak menjalani perdagangan bebas.
Kelanjutan pertemuan Singapura, yaitu pertemuan di Seattle (lebih dikenal dengan
Battle of Seattle) tak cukup efektif menyamakan persepsi tiap anggota WTO dalam cita-cita
perdagangan bebas, dimana banyak anggota WTO masih menjalani proses restrukturisasi
ekonomi pasca krisis. Ditambah bahwa efek Krisis Asia melebar hingga ke negara-negara
Amerika Selatan dan Afrika, yang beberapa diantaranya adalah anggota WTO. Maka terjadi
perlawanan atas tiap usulan khususnya negara maju (yang kebetulan tak terkena dampak krisis)
dalam pertemuan di Seattle, yang pada dasarnya menguak lagi perseteruan antara negaranegara utara dan negara-negara selatan. Terlebih, krisis 1997-1998 juga semua yang
mengalami dampak parah adalah negara-negara di selatan, termasuk Indonesia.xi
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Meski demikian, negara-negara maju bersikukuh melanjutkan pembahasan
mekanisme perdagangan bebas untuk lebih melonggarkan kuota dan meminimalkan segala
hambatan tarif. Terlebih menurut negara-negara maju, poin-poin Putaran Uruguay tak lagi
komprehensif untuk mengadaptasi volume perdagangan internasional. Dimana sekalipun
terjadi Krisis Asia, nilai perdagangan internasional sudah melonjak drastis dibanding dimasa
awal 90-an saat aturan perdagangan bebas dirancang hingga membuahkan Putaran Uruguay.
Keadaan pada 2001 bukannya tak lebih buruk dibanding 1997-1998. Bahkan bisa
dikatakan, negara-negara emerging market saat ini, justru mengalami masalah ekonomi cukup
parah pada kisaran 2000-2001. Yang paling parah dialami Argentina yang belasan kali berganti
presiden akibat krisis ekonomi parah dan instabilitas politik. Kemudian Brasil yang masa itu
(jelang dipimpin Lula da Silva) masih jauh dari kata makmur seperti setidaknya yang bisa
dicapai selama kepemimpinan Lula. Serta Turki yang mengalami hiperinflasi dan instabilitas
ekonomi lainnya.
Putaran Doha (2001) disepakati bukan karena tiap anggota WTO sudah siap. Tetapi
hadir kesan anggota WTO tidak merasa enak hati dengan AS, sebagai negara yang paling aktif
mendorong mekanisme baru perdagangan internasional dalam WTO.
Kebetulan dilaksanakannya pertemuan di Doha hanya beberapa bulan setelah
terjadinya Peristiwa 911. Ada kesan, selain begitu banyak negara tunduk untuk mengikuti
kebutuhan AS dalam perang global bersama, para delegasi WTO saat itu juga tak enak hati jika
tak mengikuti aturan perdagangan yang baru yang selama ini didorong oleh AS.
Keterkaitan isu keamanan global pasca serangan 911 pada isu ekonomi menjadi faktor
mengapa bahasan di WTO akhirnya segera dimanifestasikan dalam putaran yang baru, terlepas
tahun-tahun selanjutnya perlu perbaikan aturan dan dipenuhi perdebatan atas putaran yang
baru. Juga terlepas bahwa Putaran Doha lebih memihak negara-negara mapan ekonomi
dibanding negara miskin atau negara.xii Maka sudah seharusnya, Indonesia dan negara
berkembang lainnya memanfaatkan pertemuan WTO di Bali untuk membangun aturan
perdagangan internasional yang lebih adil.

Keadaan Berbalik
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Semua negara berkembang pada dasarnya keberatan dengan tiap poin dalam Putaran
Doha dan keberatan dengan apapun agenda yang menjadi kelanjutan pembicaraan Putaran
Doha. Meski demikian, pada saat itu (2001) suara negara berkembang tak mampu
mempengaruhi kebijakan di WTO. Hal ini membuat pihak negara berkembang hanya bisa
berkompromi menghadapi konsekuensi atas Putaran Doha yang pastinya menimbulkan
kerugian tak sedikit. Meski demikian, berbagai negara berkembang sebisa mungkin
meningkatkan produktivitas ekonomi agar kerugian atas mekanisme pasar bebas terbaru bisa
ditutupi dengan surplus komoditas. Hal ini agar meningkatkan kemampuan finansial dari
negara berkembang itu sendiri, salah satunya dengan mengakumulasi devisa, terlepas negaranegara berkembang sebetulnya dalam keadaan terpaksa meliberalisasi pasar produk untuk
negara-negara maju.xiii
Sederhananya, berbagai negara berkembang terpaksa membuka keran impor produk
yang jauh lebih besar, sekalipun sebetulnya beberapa komoditas tak harus sebesar itu
dibukakan keran impornya, agar tak dianggap melawan kebijakan WTO. Sementara untuk
menutupi kerugian, bagi negara berkembang yang akhirnya mampu bertahan ditengah aturan
WTO yang sebetulnya merugikan, negara-negara tertentu memompa produktivitas atas
komoditas tertentu yang amat dikuasai negara tersebut, sebagai upaya menambah sebanyak
mungkin cadangan devisa untuk bisa bertahan dalam perdagangan bebas dmasa itu.xiv
Contoh ekstrem yang bisa menjadi pengalaman berharga dalam pemulihan ekonomi
ialah beberapa kasus negara yang mengalami Krisis Asia (1997-1999), misalnya yang dialami
Korea Selatan (1997-1999). Negara itu hampir kehabisan devisa karena anjloknya nilai Won
dan banyaknya perusahaan raksasa dalam negeri (beberapa diantaranya diidentikkan dengan
istilah Chaebol) yang nyaris runtuh dan atau benar-benar bangkrut. Pemerintahan terpilih pasca
krisis (Kim Dae-Jung) mengubah total kebijakan ekonomi. Adaptasi perdagangan bebas dan
seiring anggaran yang makin menipis, berbagai perusahaan Chaebol yang bangkrut
dibubarkan, sementara yang masih memiliki permodalan memadai, digabung dengan
perusahaan lain yang sama komoditas unggulannya.
Bagi yang tidak ingin digabung, dipaksa untuk membekukan total lini usaha yang
bukan menjadi kompetensi inti perusahaan, agar tiap perusahaan benar-benar fokus melakukan
akselerasi produktivitas. Belum lagi inisiatif massal warga Korea Selatan yang menyumbang
emas untuk menopang cadangan devisa yang nyaris habis, serta kepercayaan warga yang
serentak menukar Dollar AS yang dimiliki untuk ditukar dengan Won untuk memulihkan
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kepercayaan atas Won (juga memulihkan nilai tukar Won itu sendiri), dimana inisiatif gerakan
ini jauh lebih masif dibanding gerakan serupa di Indonesia.
Padahal, pada kisaran jelang Krisis Asia (Juli 1997), devisa dan anggaran Korea
Selatan juga sudah banyak terpakai untuk pembangunan berbagai infrastruktur untuk Piala
Dunia 2002. Dibanding Jepang yang tak terlalu terkena dampak krisis Asia (terutama dibanding
Indonesia, Korea Selatan, Thailand), persiapan Korea Selatan dalam Piala Dunia begitu
tertinggal, dan bahkan hampir saja dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Apalagi
ditambah dengan beban anjloknya nilai Won dan runtuhnya berbagai perusahaan Chaebol,
yang beberapa perusahaan itu memiliki kontribusi atas persiapan Piala Dunia 2002.
Kesungguhan memperbaiki total perekonomian, dan bersiap dalam perdagangan
internasional yang makin mengglobal dengan tak lagi memberi insentif bagi perusahaan
Chaebol agar bisa lebih mandiri, mengubah total kondisi perekonomian Korea Selatan. Dari
hanya menyisakan sekitar cadangan devisa 5 miliar Dollar AS (1999), Korea Selatan berbalik
memiliki cadangan devisa hingga 30 miliar Dollar AS (2001), dan pasca Piala Dunia sudah
melonjak lagi hingga 50 miliar Dollar AS. Laju devisa didapat secara drastis naik karena
akselerasi berbagai perusahaan, utamanya elektronik, otomotif, perkapalan, yang lebih
ramping dalam lini usaha, sehingga menghasilkan output amat melimpah.
Sekalipun hingga bertahun-tahun pasca dijalankannya Putaran Doha pemerintah
Korea Selatan amat keberatan dengan membuka keran impor pangan (utamanya beras) sebagai
konsekuensi WTO (dan APEC sebetulnya), pemerintah bertekad meningkatkan secara total
kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Utamanya bersaing dengan hasil pertanian dari Jepang
(aspek kualitas) dan dari Cina serta berbagai negara Amerika Latin (harga dan kuantitas).
Salah satu poin yang didorong dalam WTO yang sebetulnya dianggap membahayakan
kemandirian ekonomi, utamanya negara berkembang atau yang sedang mengalami krisis,
ternyata dapat dibalik keadaannya oleh Korea Selatan dimana poin tersebut malah membantu
perbaikan ekonomi Korea Selatan. Aspek tersebut adalah aspek jasa keuangan, dimana WTO
mendorong privatisasi yang lebih agresif atas jasa keuangan tiap anggota WTO. Bagi banyak
pihak, terlalu besarnya kepemilikan asing dalam suatu perbankan nasional dianggap riskan dan
amat mengurangi kemandirian ekonomi. Bahkan AS sendiri, sekalipun penggerak utama
WTO, selalu melakukan proteksi agar tak ada satu pun banknya, bahkan hingga kini, yang
dikuasai oleh pihak asing dalam angka 25 persen.
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Bagi Korea Selatan, pasca mengalami krisis, justru sektor perbankan dibuka begitu
luas kepada pihak asing, yang artinya mematuhi dorongan WTO dalam aspek jasa. Bisa jadi
hal tersebut memang kebutuhan pendanaan bagi Korea Selatan utamanya dimasa 1998-2002,
terdesak pembiayaan infrastruktur untuk Piala Dunia yang makin mendesak. Sementara
anggaran negara benar-benar harus dipakai efisien. Maka hingga kini pun, banyak lembaga
perbankan Korea Selatan yang dikuasai sahamnya oleh asing hingga 70-80 persen.
Bagi pemerintah Korea Selatan, mereka tak ingin terjebak sensitivitas nasionalisme
dalam hal membuka seluas mungkin pihak asing terhadap akses perbankan. Menurut
pemerintah Korea Selatan, dibanding perbankan dikuasai oleh Chaebol yang akan rentan
disalahgunakan, perputaran uang nasabah dalam bank tersebut, lebih baik perbankan
diserahkan pengelolaannya oleh pihak asing yang dianggap lebih kompeten. Apalagi saat
kebutuhan penyediaan biaya infrastruktur Piala Dunia makin mendesak, pihak asing yang
bersedia membeli saham-saham perbankan Korea Selatan, meski sebetulnya banyak yang citra
perbankannya jatuh, terbukti memperlancar akses dana untuk berbagai jenis kredit. Maka bagi
Korea Selatan, privatisasi sektor jasa, utamanya jasa keuangan, bukan menjadi kekhawatiran
berlebihan.
Masih banyak lagi negara-negara berkembang yang justru selepas 2001 ketika Putaran
Doha diberlakukan, sekalipun pada dasarnya mereka dirugikan dalam banyak aspek, tapi
asalkan mampu menjaga volume produktivitas industri untuk terus tumbuh, perlahan, dan
bahkan ada yang signifikan, tumbuh perekonomiannya.
Cina dan India misalnya yang tumbuh ekonominya dengan dua digit dalam beberapa
tahun meski perlahan makin melambat.xv Bahkan, beberapa negara yang sebetulnya masih
mengalami dampak krisis 1997-1998 dan 2001, seperti Indonesia, Filipina, Brasil, Argentina,
Mexico, Turki, Rusia, hingga Afrika Selatan dan Kenya, kini menjadi kekuatan emerging
market masa kini di benua masing-masing. Dengan Rusia masuk sebagai anggota baru WTO,
total volume perdagangan keseluruhan anggota WTO makin meningkat pesat, dan artinya pula
pola perdagangan (belitan) antar anggota WTO juga makin rumit. Disitulah, bukan semata
karena Rusia masuk WTO, tapi lebih pada makin kompleksnya pola perdagangan internasional
dibanding 11 tahun lalu, menjadi urgensi atas perubahan aturan di WTO yang diharapkan jauh
lebih memuaskan tiap anggota WTO dengan Putaran Bali
Ironisnya, sebelas tahun perjalanan Putaran Doha, justru banyak negara maju yang
sebetulnya lebih diuntungkan dengan Putaran Doha, malah mengalami kemerosotan ekonomi.
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Terjadi keadaan berbalik antara beberapa negara berkembang yang meyakini Putaran Doha
merugikan, namun negara-negara tersebut mampu bertahan dari kerugian yang dialami karena
berhasil menjaga produktivitas komoditas.
Sementara itu, kebanyakan negara maju yang sebetulnya diuntungkan dengan Putaran
Doha, bersikukuh untuk melanjutkan dan membenarkan Putaran Doha, karena mengklaim
sedang mengalami kemunduran ekonomi. Rumitnya, krisis perbankan oleh negara maju
dipaksakan untuk dikaitkan dalam kontestasi peta perdagangan internasional saat ini melalui
tetap dipaksakannya Putaran Doha. Wajar jika negara-negara berkembang terus menuntut
perubahan total atas aturan di WTO, dan mendorong dibuatkannya putaran yang baru.

Menebak Amerika
Apapun perubahan yang terjadi di WTO hingga memungkinkan dihadirkannya
Putaran Bali sebagai kerangka perdagangan internasional masa depan, tak akan lepas dari
bagaimana posisi Amerika saat ini, dan apa saja aspek yang akan begitu kuat dibela Amerika
menuju aturan baru tersebut.
Obama-Biden sudah memastikan makin diusahakannya pengurangan anggaran
kebijakan dalam negeri dan luar negeri AS yang dirasa mubazir, agar tak lagi menimbulkan
defisit anggaran. Pada dasarnya, platform yang makin pro warga AS, sekalipun melalui
program-program yang bertolak belakang dengan semangat kebebasan perdagangan bebas
(cenderung memulai proteksionisme), mempengaruhi bagaimana pola perdagangan
internasional yang masih menempatkan AS sebagai poros penggerak. Apalagi ternyata, pusat
finansial AS yang dicemooh sudah benar-benar hancur pada 2007-2008 ternyata mampu pulih
secara perlahan, meskipun ironisnya harus ditolong oleh pemerintah, sesuatu yang tak lazim
bagi penganut sistem pasar.xvi
Obama-Biden mempertegas upaya pemenuhan janji kampanye, agar anggaran yang
ada lebih dialokasikan bagi isu-isu sensitif warga AS, yaitu terjaminnya pekerjaan bagi mereka
yang selamat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan/atau bagi yang terkena PHK dan
yang baru memasuki masa usia angkatan kerja agar tersedia lebih banyak lagi lapangan kerja.
Dengan kata lain, Obama-Biden akan melihat sejauh mana produktivitas Amerika dalam satu
tahun (Januari-November 2013, sebelum pertemuan di Bali) tumbuh, dengan asumsi
produktivitas tersebut harusnya selaras dengan pertambahan jumlah angkatan kerja di Amerika
meski pelan.
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Obama telah mengesahkan pajak lebih progresif bagi kelompok kaya untuk
menambah pendapatan negara, meski banyak pihak mengkritik bahwa Obama harusnya bisa
lebih berani mengajukan tingkat progresi yang lebih tajam untuk tiap pendapatan warga kaya
AS. Kongres juga baru saja pada tanggal 22 Januari 2013 setuju memperpanjang tenggat waktu
hingga enam bulan terkait plafon hutang AS. Tantangan Fiscal Cliff juga untuk sementara bisa
ditunda dampak terburuknya, karena ada kesamaan pandangan Obama dengan pihak Kongres
untuk memperbaiki ekonomi AS dan/atau mencegah Fiscal Cliff benar-benar terjadi.
Jika dalam sekitar satu tahun dipimpin presiden terpilih ternyata Amerika tak cukup
mampu mengendalikan defisit perdagangan (misal risiko membesarnya hutang Amerika ke
angka 18 triliun Dollar AS pada 2014), bisa jadi Amerika akan bertahan secara total dalam
negosiasi di Bali, agar tiap negara WTO mulai membicarakan semacam opsi proteksionisme
terbatas, sekalipun bukan bermaksud melakukan upaya isolasi perdagangan. Sebagai catatan,
Amerika hingga Desember 2012 ini memiliki total utang luar negeri 14,959 triliun Dollar AS
atau 99,46% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 15,04 triliun Dollar AS,
dengan perhitungan jumlah utang per kapita di AS mencapai 47.664 Dollar AS.
Maksudnya, AS justru berpeluang memberi ruang lebih besar bagi tiap anggota WTO
lainnya, utamanya negara berkembang, untuk mendapat hak melakukan perlindungan atas
komoditas-komoditas unggulan negara berkembang itu sendiri. Dengan kata lain, Putaran Bali
berpotensi menjadi tonggak perlambatan laju volume perdagangan internasional.
Sebagai catatan, asalkan AS memang benar-benar tak cukup mampu melakukan
pertambahan volume perdagangannya sendiri agar terhindar dari defisit, sehingga merasa perlu
meminta WTO agar tiap negara tak terlalu gencar melakukan perdagangan ke AS karena
tekanan defisit.xvii Terlebih, dalam pertemuan APEC di Rusia (2012), para pemimpin negara
anggota APEC (AS diwakili Menlu Hillary Clinton) sepakat bahwa sekalipun berupaya
menjaga keseimbangan perdagangan internasional agar tak turun drastis, tapi lebih penting lagi
mencegah tiap negara terlalu besar mengalami defisit. APEC tentu belajar dari kejadian di
Eurozone dimana kegagalan Yunani (dan sebetulnya Italia, Spanyol, dan Portugal) bersaing
secara perdagangan diantara negara-negara pengguna Euro, membuat defisit perdagangan
negara-negara tersebut amat parah. Diperparah pula dengan kolapsanya lembaga finansial di
negara-negara tersebut.
Sejauh Amerika masih kalah bersaing secara kuantitas, kualitas, dan efisiensi biaya
memproduksi barang, sekalipun pemerintah Amerika memaksakan penambahan anggaran
besar-besaran untuk menambah lapangan kerja, bisa jadi Amerika hanya akan terus mengalami
defisit perdagangan sekalipun angkanya turun.xviii Dikucurkannya Quantitative Easing III (QE
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III) (13/9) oleh The Fed untuk membeli obligasi secara bertahap sebesar 40 miliar Dollar AS
per bulan selama 15 bulan, pada dasarnya bukan semata membeli obligasi.
Tapi efek turunan dari pembelian obligasi ialah menambah pendanaan untuk
membuka lebih banyak lagi lapangan kerja. Hal ini sebetulnya bagus, tapi bisa jadi berisiko
bagi Amerika sendiri. Sebagai catatan, tiap QE (I pada kurun 2008-2010, II pada kurun waktu
2010-2011) yang dikeluarkan The Fed berjumlah 600 miliar Dollar AS, dan hampir selalu
alasan dikeluarkannya QE adalah upaya pemerintah AS menambah lapangan kerja dengan cara
menyehatkan likuiditas perbankan AS. Problemnya, tiap kali QE dikeluarkan juga artinya
memberi tekanan lebih besar untuk mengalami defisit anggaran. Dimana jika pemerintah AS
mengalami kesulitan pembiayaan, opsi yang selalu diambil ialah menambah hutang luar negeri
dengan membuat obligasi ke pasar uang internasional. Padahal hutang luar negeri AS sedang
menuju ke angka 17 triliun Dollar AS di akhir 2013.
Dengan mengacu kesepakatan di APEC 2012, juga kemungkinan pandangan serupa
(memperkecil atau meniadakan defisit) dari Indonesia sebagai tuan rumah APEC 2013, bisa
jadi pertemuan WTO untuk menciptakan Putaran Bali akan membangun regulasi yang jauh
lebih ketat bagi seluruh anggota WTO untuk lebih hati-hati dalam melakukan perdagangan
internasional agar terhindar dari defisit. Dengan demikian, negara-negara selatan berpeluang
meminta keadilan lebih besar dalam poin-poin rancangan aturan Putaran Bali.
Harapannya, negara berkembang memiliki kemandirian yang lebih besar (dan
fleksibel) untuk mengatur ulang kebijakan impornya, jika negara maju (seperti Amerika pun)
mendapatkan hak mengatur ulang volume impor agar tak mengalami defisit hingga triliunan
Dollar AS. Dengan demikian, apakah AS empat tahun kedepan akan makin melonggarkan
pengaruhnya dalam perdagangan global, seiring potensi sikap AS yang cenderung meminta
tiap anggota WTO lebih mengawasi defisit perdagangan?
Bisa jadi malah sebaliknya, AS mungkin ingin semua negara memahami kebutuhan
bahwa AS perlu mengurangi besar-besaran defisit perdagangan yang dialaminya. Makin besar
defisit AS, juga akan mengancam keseimbangan perekonomian internasional itu sendiri. Hal
ini tentu menjadi dilema bagi negara-negara selatan yang ingin mendorong regulasi
perdagangan internasional yang lebih adil, dimana bisa jadi “lebih adil” akan semakin
menyulitkan negara-negara maju termasuk AS sendiri.
“Lebih adil”, salah satu hal sederhananya, negara-negara berkembang berhak lebih
meningkatkan volume perdagangan ekspor ke negara-negara maju. Padahal, negara-negara
maju saat ini mengalami kesulitan anggaran dan rendahnya pertumbuhan ekonomi (bahkan
minus). Jika kemudian hadir Putaran Bali yang memastikn keharusan tatanan perdagangan
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yang lebih berpihak pada negara-negara selatan, akan berpotensi menimbulkan defisit
perdagangan makin besar terhadap negara-negara maju karena produktivitas output negaranegara maju mengalami perlambatan. Dilema seperti inilah yang tentu merintangi keberhasilan
terciptanya Putaran Bali. Terlebih AS bisa jadi akan menolak mengubah Putaran Doha karena
demi kepentingan kestabilan ekonomi AS saat ini, adalah tidak mengubah Putaran Doha yang
selama ini menguntungkan negara maju.
AS berpotensi membawa forum WTO (termasuk dalam pembahasan Putaran Bali)
untuk lebih memahami keadaan jika terlalu besar defisit yang harus dialami AS yang
berkorelasi bertambahnya hutang AS, akan jauh lebih berbahaya bagi keseimbangan
perekonomian global. Mungkin AS tidak bermaksud meneror tiap anggota WTO, terutama
negara-negara selatan (yang sedang tumbuh ekonominya secara signifikan) yang sedang
berusaha lebih ekspansif dalam ekspor termasuk ke AS, mengincar surplus dengan AS yang
jauh lebih besar misalnya. Tentu AS ingin sesegera mungkin menyelesaikan resesinya sendiri,
dan masuk akal jika AS berupaya agar mendapatkan surplus yang besar dengan semua mitra
dagangnya.xix
Tapi AS bisa jadi ingin menjadikan Putaran Bali menjadi titik tolak bahwa WTO lebih
berhati-hati dalam melihat keterkaitan perdagangan global dengan keseimbangan finansial di
tiap-tiap negara. Memang potensi sikap AS ini menjadi amat ironis dibanding semangat AS
pada Putaran Doha yang sangat pro liberalisasi perdagangan sebebas-bebasnya.
Tapi saat ini, negara-negara selatan pun juga hanya akan menjadi blunder jika
mengincar/menumpuk devisa dalam proses perdagangan internasional, jika ternyata surplus
yang didapat berasal dari hubungan dagang dengan AS dan (misalnya) negara-negara Uni
Eropa, dimana dua kekuatan ekonomi ini (Amerika, Eropa) masih kesulitan melepaskan diri
dari keadaan resesi. Jika memang secara signifikan peran AS akan makin meredup dalam
perekonomian internasional, benarkah Cina, misalnya, atau keseluruhan anggota G-20 diluar
AS bisa benar-benar mampu menggantikan posisi AS untuk sementara?
Misalnya, Cina dan negara-negara selatan lainnya dalam beberapa tahun kedepan
justru menjadi negara target ekspor dan atau target konsumsi produk negara maju, setelah
sekian lama AS, dan negara-negara UE seperti Perancis, Inggris, yang harus menanggung
defisit perdagangan makin besar. Dengan kata lain, apa mungkin masyarakat negara-negara
selatan, terutama emerging markets seiring dengan terumuskannya Putaran Bali tahun depan,
sudah siap menggantikan tingkat konsumsi masyarakat negara maju, sebagai upaya membantu
memulihkan perekonomian global? Kemungkinan perubahan pola konsumsi internasional
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itulah yang perlu diantisipasi dalam merancang poin-poin Putaran Bali, terutama jika AS
memang kesulitan keluar dari resesi ekonomi sekalipun usai menjalani pilpres.
Apakah AS akan lebih mengikatkan diri pada berbagai Free Trade Area (FTA)
dengan lebih banyak negara lain untuk lebih memaksimalkan perdagangan mereka dalam
empat tahun kedepan? Jika memang demikian, apakah justru AS akan membahayakan
perekonomian global? Misal, kemungkinan memaksakan surplus dalam tiap perdagangan
ekonominya, bahkan termasuk berusaha surplus dalam melakukan perdagangan internasional
dengan Cina yang selama ini menjadi penyumbang defisit terbesar bagi AS, apakah realistis?
Apakah produktivitas AS dalam satu tahun terakhir (2012), menunjukkan kemampuan
untuk memadai mengupayakan surplus di lebih banyak negara dalam empat tahun kedepan?
Benar, angka pengangguran pada Januari 2013 di AS sudah tinggal 7,9 persen, dilihat dari
angka pada 2008 yang sempat mencapai dua digit (10 persen). Tapi perlu diingat, berapa triliun
anggaran yang disisihkan secara khusus oleh Obama dalam empat tahun masa jabatannya yang
pertama, yang mencapai 4 triliun Dollar AS, hanya untuk membuat lapangan kerja, apakah
sebanding dengan penurunan tingkat pengangguran?
Anggaplah berapapun pengurangan pengangguran dinilai positif, jika ternyata AS
sendiri tidak menunjukkan tanda bahwa produktivitas mereka benar-benar pulih, apa yang
kemungkinan menjadi klausul perdagangan yang dirancang AS kepada tiap negara dibawah
kepemimpinan Obama-Biden untuk kedua kalinya? Apakah angkatan kerja produktif yang kini
bekerja di AS sudah benar-benar lebih kompetitif dan atau mampu mengejar tingkat kompetisi
angkatan kerja seperti Cina dan Jerman misalnya?
Jika pun Putaran Bali bisa disusun, akan menjadi bergantung oleh sikap AS itu sendiri.
Saat Putaran Doha terbentuk adalah saat AS masih amat kuat secara perekonomian dan tak
membumbung tinggi hutang luar negerinya, sehingga tiap anggota WTO begitu bergantung
agar AS tidak menjadikan Putaran Doha menjadi terlalu bebas dalam perdagangan. xx Tapi
Putaran Bali, jikapun bisa disepakati, sebetulnya menjadi dilema bagi AS. Hal ini karena tiap
anggota WTO begitu khawatir dengan kestabilan perekonomian AS yang makin menimbun
hutang, yang bisa jadi AS gegabah melakukan kebijakan perdagangannya. Misalnya menjadi
terlalu proteksionis, menjadi amat menghambat arus ekspor masuk ke AS, atau terlalu
memaksa semua negara WTO untuk membuka pasarnya bagi produk-produk AS agar AS bisa
pulih dari defisit dan hutang.
Dengan demikian, tiap anggota WTO kembali terpaksa memahami kondisi AS,
sekalipun sebetulnya juga menguntungkan bagi negara-negara selatan tertentu yang masih
belum mapan secara ekonomi (dibanding BRIC, TIMBI, MIST, apapun akronimnya dan
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negara-negara emerging yang dijadikan patokan kekuatan baru negara-negara selatan).xxi
Dimana agar negara-negara selatan bisa memanfaatkan kemungkinan lebih diketatkannya
aturan perdagangan internasional, sekalipun tak seperti proteksionisme total, agar negaranegara selatan tadi bisa memperbaiki kemandirian ekonominya untuk mendapat kesempatan
tak harus membuka keran impor terlalu besar. Itu semua, ironinya, blessing in disguise dari
resesi di Amerika.

Putaran Bali untuk Negara-negara Selatan?
Tidak ada ruang suara yang adil bagi negara-negara selatan dalam rezim internasional
seperti World Bank dan IMF.xxii Hal ini karena kedua lembaga ini memakai persentase yang
amat dalam tiap anggotanya, utamanya antara negara-negara utara dengan selatan. Beberapa
negara berkembang yang selayaknya mendapat porsi suara amat besar secara persentase di
World Bank dan IMF, kenyataannya hanya mendapat sedikit persentase.
Ironisnya, kesalahan kebijakan secara tidak langsung dari lembaga itu pula yang justru
menjadi penyebab krisis global. Lebih spesifik ialah penyebab kerugian besar yang harus
dialami berbagai negara maju yang sistem keuangan dan jasa perbankan amat terkoneksi.
Krisis global 2007 membuat banyak negara maju harus amat menghemat
anggarannya, karena sebagian besar anggarannya (20-25 persen) dalam beberapa tahun harus
dipakai untuk memompa atau melikuidkan ulang pasar modal mereka, karena sebagian besar
aset dari warga mereka sendiri digantungkan pada pergerakan nilai pasar modal. Saat hampir
semua pasar modal terjun bebas, baik negara maju maupun di negara berkembang, disisi lain
juga terjadi ketergantungan yang amat besar di negara maju atas kepemilikan saham sebagai
instrumen aset, sehingga saat pasar modal terkoreksi amat parah, kehilangan aset dari sebagian
besar warganya menjadi amat besar.
Meski pada dasarnya negara berkembang, terutama negara miskin, amat dirugikan
dalam sistem keuangan, tapi dalam sistem perdagangan ada harapan untuk mendorong
keadilan. Negara-negara utara tidak lagi menjadi faktor dominan dalam perdagangan
internasional. Dalam satu dekade terakhir volume perdagangan negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, melesat drastis. Bukan hanya didorong capaian Cina, India, atau
Indonesia, tapi negara-negara selatan di Afrika, Asia, hingga Amerika Latin. Dalam rentang
serupa, produktivitas negara-negara utara mengalami stagnansi dan bahkan penurunan.
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Negara-negara berkembang juga ternyata lebih tahan krisis akibat sistem keuangan.
Memang benar bahwa masyarakat negara berkembang banyak yang mengalami pertumbuhan
ekonomi, secara perlahan atau signifikan, pasca 2001, tapi masih amat sedikit warga yang
asetnya terlalu dikoneksikan pada pergerakan harga saham. Hal ini membuat keadaan saat itu,
sekalipun pasar saham negara-negara berkembang mengalami penurunan, tapi tak sampai
menimbulkan kerugian amat parah hingga triliunan Dollar AS seperti berbagai negara maju
secara akumulatif. Maka saat terjadi krisis finansial dalam sistem keuangan internasional di
2007, negara-negara berkembang mengalami dampak tidak signifikan, dibanding negara maju
yang mengalami dampak parah. Hal ini karena masyarakat negara maju sudah amat
menggantungkan pendapatannya dalam berbagai produk keuangan, sehingga saat terjadi krisis
finansial, negara-negara maju lebih mengalami dampak mendalam.xxiii
Disaat alokasi anggaran negara-negara maju harus disisihkan untuk memperbaiki
likuiditas perbankan yang hampir kolaps, atau menasionalisaiskannya, dan memperbaiki
likuiditas pasar modal, anggaran negara-negara berkembang cukup tersedot untuk melakukan
impor berbagai komoditas energi dan pangan yang harganya juga ikut melambung seiring krisis
global. Bagi negara berkembang, mereka pun terpaksa melakukan impor bukan karena
komoditas yang diimpor benar-benar langka, tapi masih dalam kondisi keterpaksaan untuk
saling membuka pasar berbagai komoditas seiring Putaran Doha.
Maka setelah enam tahun krisis global berlalu, sekalipun kondisi krisis belum teratasi,
bagi negara-negara berkembang kondisi perekonomian masih lebih optimistis. Pertumbuhan
ekonomi masih jauh lebih baik dibanding negara-negara maju. Realita capaian statistik negara
berkembang seperti inilah yang harusnya menjadikan acuan agar negara-negara selatan
mendapat keadilan dalam WTO. Apalagi, volume perdagangan ekspor-impor yang dijalankan
kebanyakan negara berkembang, utamanya negara berkembang yang sudah mendekati taraf
maju, atau sudah maju, seperti Korea Selatan, mengalami kenaikan berkali lipat dibanding
keadaan di 2001. Terlebih, tidak ada mekanisme pembagian suara yang berbeda tiap anggota
WTO.
Dengan makin banyaknya perusahaan negara maju dan atau kebijakan dagang
berbagai negara maju yang makin intensif dengan berbagai negara berkembang, wajar jika
“Putaran Bali” menjadi harapan agar negara berkembang tak hanya dijadikan pasar bagi
produk-produk negara maju yang saat ini cenderung ingin agar produknya secara konsumtif
diserap masyarakat negara berkembang. Hal ini juga seiring tumbuhnya jumlah diinisiasinya
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FTA baru di beberapa hubungan bilateral. Maka Putaran Bali harus bisa menjawab kebutuhan
konstruksi perjanjian dagang lebih adil bagi negara-negara selatan.
Berjalannya Putaran Doha 11 tahun ini, banyak sekali sengketa dagang antarnegara
yang ditangani WTO. Maka lebih baik WTO merancang agar Putaran Bali mendorong keadilan
kesepakatan antar anggota WTO yang melakukan kebijakan dagang dalam tiap komoditas.
Sebagai negara berkembang, bahkan hingga kini pun negara-negara kelompok ekonomi ini
adalah penyumbang SDA dan atau bahan baku atas berbagai produk olahan.
Jika selama Putaran Doha terlalu sering negara-negara maju bisa memaksakan klausul
dan atau kondisi agar negara berkembang yang diajak berdagang untuk tak mengolah lebih
lanjut hasil alamnya, harusnya Putaran Bali jika bisa benar-benar dirumuskan, bisa memberi
ketegasan agar negara berkembang bisa mendapat keuntungan nilai guna atas tiap SDA yang
dimilikinya, agar tak semata menjadi negara pemasok bahan bahan mentah saja.
Indonesia, selaku tuan rumah dan bagian dari negara-negara selatan, harus
memanfaatkan momentum perubahan dramatis di WTO. Tatanan perdagangan internasional
selama satu dekade terakhir telah menunjukkan perubahan signifikan keterlibatan negaranegara selatan. Hal ini makin nyata pada kurun pasca 2007 (pasca krisis finansial) hingga saat
ini, dimana negara-negara maju yang selama ini diidentikkan dengan negara-negara utara
makin melambat secara ekonomi, tapi justru negara-negara selatan tetap tumbuh signifikan,
termasuk Indonesia itu sendiri.
Dimasa lalu negara-negara selatan dalam keadaan ekonomi yang sebetulnya masih
amat lemah dan kebanyakan belum rampung melepas diri dari dampak Krisis Asia, harus
dipaksa mematuhi Putaran Doha. Nyatanya, ketidakberpihakan regulasi di WTO tidak
membuat negara-negara selatan seperti Indonesia menjadi semakin lemah. Justru negaranegara berkembang bekerja makin keras untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, utamanya
melalui optimalisasi produktivitas. Hal ini bukan hanya menghidupkan perekonomian
domestik sehingga tumbuh memuaskan dalam satu dekade terakhir. Tapi juga menghadirkan
akselerasi volume perdagangan ekspor dari negara-negara selatan.
Maka sebetulnya tidak ada alasan bahwa Putaran Doha terus-menerus dipertahankan.
Harapan untuk menghadirkan Putaran Bali sebagai acuan baru WTO dalam regulasi
perdagangan internasional, adalah suatu keniscayaan atas kemampuan ekonomi negara-negara
berkembang yang tidak lagi bisa diremehkan seperti dimasa penyusunan Putaran Doha.
Sekalipun tantangan utama dari terciptanya Putaran Bali adalah penolakan negara-negara maju
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yang mungkin akan terancam dengan defisit perdagangan yang makin besar jika negara-negara
berkembang mendapat hak yang selama ini tertunda. Hak mendapatkan akses terhadap pola
perdagangan internasional yang lebih adil. Indonesia akan menjadi penentu signifikan apakah
keadilan bagi negara-negara selatan akan tercipta akhir 2013 ini di Bali.
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